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ABSTRACT

The Animal, Fish, and Plant Quarantine Center (BKHIT) Maluku plays an
important role in preserving biodiversity and supporting agricultural commodity
trade in Maluku Province. This article examines the implementation of strategic
management at BKHIT Maluku through a systematic literature review from 2020
to 2026. Data were collected from scientific journals, policy documents, and
official reports through four stages, namely identification and screening of
relevant sources in academic databases; selection of materials related to strategic
management in public organizations and island governance; thematic analysis to
discover recurring patterns, strategies, and trends; and development of an
analytical framework based on strategic management theories including Resource
Based View, Stakeholder Theory, Balanced Scorecard, Dynamic Capabilities, and
Public Service Motivation adapted to BKHIT Maluku's conditions. The results
indicate that BKHIT Maluku faces a complex strategic situation with high
biodiversity as a strength, limited budget and infrastructure as weaknesses, digital
transformation programs as opportunities, and climate change as threats. The
proposed strategies include digital technology utilization, human resource
development through blended learning, strengthening community-based
surveillance, and cross-sectoral collaboration to achieve organizational objectives
and overcome archipelago governance challenges.

ABSTRAK

Balai Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku berperan penting
dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mendukung perdagangan komoditas
pertanian di Provinsi Maluku. Artikel ini mengkaji penerapan manajemen
strategis di BKHIT Maluku melalui tinjauan literatur sistematis dari tahun 2020
hingga 2026. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan
laporan resmi melalui empat tahap, yakni identifikasi dan penyaringan sumber
relevan di basis data akademik; seleksi materi terkait manajemen strategis
organisasi publik dan tata kelola wilayah kepulauan; analisis tematik untuk
menemukan pola, strategi, dan tren yang berulang; serta penyusunan kerangka
analisis berdasarkan teori-teori manajemen strategis seperti Resource Based
View, Teori Stakeholder, Balanced Scorecard, Kapabilitas Dinamis, dan Motivasi
Pelayanan Publik yang disesuaikan dengan kondisi BKHIT Maluku. Hasil
tinjauan menunjukkan bahwa BKHIT Maluku menghadapi situasi strategis yang
kompleks dengan keanekaragaman hayati tinggi sebagai kekuatan, keterbatasan
anggaran dan infrastruktur sebagai kelemahan, program transformasi digital
sebagai peluang, serta perubahan iklim sebagai ancaman. Strategi yang diusulkan
meliputi pemanfaatan teknologi digital, pengembangan sumber daya manusia
melalui blended learning, penguatan pengawasan berbasis masyarakat, dan kerja
sama lintas sektor guna mencapai tujuan organisasi dan mengatasi tantangan tata
kelola wilayah kepulauan.

1. Pendahuluan

Manajemen strategis menjadi alat penting untuk
mengarahkan organisasi dalam menghadapi tantangan

BKHIT Maluku merupakan unit teknis di bawah Badan
Karantina Indonesia yang Dbertanggung jawab
mengawasi lalulintas hewan, ikan, dan tumbuhan di
Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku terdiri dari
ratusan pulau dengan infrastruktur terbatas membawa
tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan
karantina. Seiring dengan reformasi birokrasi dan
digitalisasi pemerintahan, BKHIT Maluku dituntut
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan.

baik dari dalam maupun luar. Manajemen strategis
adalah seni dan ilmu merancang, melaksanakan, dan
mengevaluasi keputusan yang melibatkan berbagai
fungsi organisasi untuk mencapai tujuan [1]. Penerapan
manajemen strategis di organisasi publik, khususnya di
wilayah kepulauan, memerlukan pendekatan yang
berbeda dengan sektor swasta karena harus
mempertimbangkan kepentingan banyak Stakeholder,
akuntabilitas politik, dan keterbatasan sumber daya [2].
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Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia 2025—
2029 menetapkan arah kebijakan pembangunan
wilayah Maluku yang mencakup: (1) pengembangan
laboratorium pangan; (2) revitalisasi laboratorium; (3)
pengembangan dan pembangunan instalasi karantina
modern milik pemerintah; (4) membangun Modeling
Twint Port; (5) pembimbingan teknis persyaratan
karantina  ekspor bagi UMKM; serta (6)
mengembangkan laboratorium keamanan pangan [3].
Arah kebijakan ini menunjukkan komitmen organisasi
untuk meningkatkan kinerja layanan di wilayah
Maluku melalui pendekatan manajemen strategis yang
terencana.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah
dalam artikel ini adalah:

a) Bagaimana perumusan strategi manajemen di
BKHIT Maluku berdasarkan analisis lingkungan
internal dan eksternal?

b) Bagaimana implementasi manajemen strategis di
BKHIT Maluku dapat meningkatkan kinerja

layanan karantina?

c¢) Bagaimana evaluasi dan pengendalian strategi
dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan
organisasi?

Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi
manajemen strategis di BKHIT Maluku berdasarkan
tinjauan literatur terbaru (2020-2026), meliputi
perumusan strategi, penerapan, evaluasi, serta faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen
strategis.

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode tinjauan literatur
dengan pendekatan sistematis [1]. Data diperoleh dari
jurnal ilmiah pada periode 2020-2026 terkait
manajemen strategis organisasi publik [2], [4]. Proses
pengumpulan data meliputi identifikasi sumber dari
tahun 2020-2026, seleksi materi yang relevan [5],
analisis tematik untuk mengenali pola dan tren [6],
serta penyusunan kerangka analisis berdasarkan teori
manajemen strategis klasik yang dikaitkan dengan
konteks BKHIT Maluku [7]. Pengumpulan data
dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis
data akademik terkemuka, meliputi Google Scholar,
Scopus, dan portal jurnal nasional seperti SINTA dan

Garuda [6]. Kata kunci yang digunakan dalam
penelusuran antara lain: “manajemen  strategis
organisasi publik,” “strategic management public

sector,” “karantina pertanian wilayah kepulauan,”
“island governance,” dan “BKHIT Maluku.” Cakupan
waktu pencarian dibatasi pada periode 2020 hingga
2026 guna memastikan relevansi dan kemutakhiran
data [5].

Proses pengumpulan data meliputi empat tahapan: (1)
identifikasi sumber, yakni menelusuri jurnal ilmiah,

dokumen kebijakan resmi seperti Rencana Strategis
Badan Karantina Indonesia [3], dan laporan lembaga
internasional yang relevan; (2) seleksi materi yang
relevan berdasarkan kriteria inklusi, yaitu dokumen
yang membahas manajemen strategis, kinerja
organisasi publik, atau tata kelola wilayah kepulauan
[1], [2]; (3) analisis tematik untuk mengenali pola,
strategi, dan tren yang berulang dalam literatur [8];
serta (4) penyusunan kerangka analisis berdasarkan
teori-teori manajemen strategis klasik yang dikaitkan
dengan konteks operasional BKHIT Maluku [7], [9].
Kriteria eksklusi mencakup sumber yang tidak relevan
dengan konteks organisasi publik atau yang diterbitkan
sebelum tahun 2020, kecuali untuk sumber teori dasar
yang bersifat fondasional [10].

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa BKHIT Maluku
menghadapi tantangan strategis yang kompleks akibat
karakteristik geografis Kepulauan Maluku. Analisis

SWOT mengidentifikasi kekuatan seperti
keanckaragaman  hayati  tinggi  sebagai  objek
pengawasan  karantina [11], personel dengan

pengetahuan lokal tentang ekosistem kepulauan [10],
dan infrastruktur karantina di lokasi strategis [3].
Kelemahan yang ditemukan meliputi keterbatasan

anggaran operasional, kekurangan tenaga teknis
karantina  [12], infrastruktur transportasi dan
komunikasi yang belum merata [13], serta
ketergantungan pada proses manual [14]. Peluang
eksternal meliputi program transformasi digital
pemerintah  untuk  modernisasi  layanan [15],

pemanfaatan teknologi remote sensing untuk deteksi
dini hama dan penyakit [16], kerja sama bilateral dan
multilateral dalam pengendalian hama lintas batas,
serta pertumbuhan perdagangan komoditas pertanian,
perikanan, dan peternakan [10]. Ancaman yang
dihadapi antara lain perubahan iklim yang memicu
munculnya hama dan penyakit baru [17], perdagangan
illegal hewan, ikan, dan tumbuhan [18], serta resistensi
masyarakat terhadap regulasi karantina [19].

Temuan analisis lingkungan strategis dapat dijelaskan
melalui  Teori Resource Based View (RBV).
Keunggulan kompetitif organisasi berasal dari sumber
daya yang memenuhi kriteria VRIN (Valuable, Rare,
Inimitable, Non-substitutable) [7]. Pada BKHIT
Maluku, keanekaragaman hayati tinggi, pengetahuan
lokal personel, dan jejaring dengan komunitas nelayan
serta petani merupakan sumber daya yang memenuhi
kriteria VRIN dan menjadi kekuatan strategis yang
unik. Sebaliknya, RBV mengidentifikasi kelemahan
sebagai sumber daya yang tidak memenuhi kriteria
VRIN, seperti anggaran terbatas, kekurangan tenaga
teknis, dan infrastruktur yang belum merata, yang
menghambat keunggulan kompetitif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang
menekankan pentingnya aliansi lintas sektor untuk
mengatasi keterbatasan sumber daya di organisasi
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publik [8]. Teori Kapabilitas Dinamis menckankan
pentingnya kemampuan sensing untuk mendeteksi
peluang dan ancaman [20]. EBSCO menambahkan
bahwa kemampuan dinamis memungkinkan organisasi
beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat,
membedakannya dari kemampuan operasional biasa
[21]. BKHIT Maluku telah menunjukkan kemampuan
sensing melalui identifikasi peluang transformasi
digital dan teknologi remote sensing, serta deteksi
ancaman perubahan iklim dan perdagangan illegal
sebagai dasar perumusan strategi adaptif.

Berdasarkan pemetaan SWOT, tinjauan literatur
mengidentifikasi empat strategi utama untuk BKHIT
Maluku.  Strategi SO  (Strengths-Opportunities)
meliputi integrasi teknologi digital dengan kekuatan
lokal melalui pengembangan sistem e-quarantine [22],
basis data spesies endemik [11], dan penguatan kerja
sama internasional dalam pengendalian hama dan
penyakit  [23].  Strategi WO  (Weaknesses-
Opportunities) mencakup pengembangan kapasitas
SDM melalui pelatihan daring dan blended learning
[24], serta optimalisasi anggaran melalui kolaborasi
dengan pemerintah daerah [25]. Strategi ST (Strengths-
Threats) fokus pada penguatan sistem pengawasan
berbasis masyarakat [26] dan pengembangan protokol
karantina adaptif terhadap perubahan iklim [27].
Strategi WT (Weaknesses-Threats) meliputi
konsolidasi sumber daya di lokasi strategis serta
penguatan regulasi dan penegakan hukum untuk
mengatasi perdagangan illegal [26], [27].

Perumusan strategi ini menggunakan kerangka analisis
SWOT, yang merupakan salah satu dari lima
komponen utama manajemen strategis [4]. Analisis
lingkungan eksternal dan internal menjadi tahap awal
yang fundamental sebelum merumuskan visi, misi, dan
tujuan strategis. Dalam konteks organisasi publik,
perumusan  strategi  harus  mempertimbangkan
kepentingan berbagai pemangku kepentingan, bukan
sekadar keuntungan finansial [2]. Hal ini sejalan
dengan Teori Stakeholder yang menyatakan bahwa
organisasi harus menciptakan nilai bagi semua pihak
yang terpengaruh oleh kegiatannya [9]. Dalam konteks
BKHIT Maluku, pihak-pihak tersebut meliputi
masyarakat sebagai pengguna layanan, pemerintah
daerah sebagai mitra kerja, pelaku usaha sebagai mitra

bisnis, serta negara sebagai pemilik organisasi.
Keseimbangan antara berbagai kepentingan
Stakeholder —akan memperkuat hubungan dan

meningkatkan reputasi organisasi secara keseluruhan
[28].

Strategi SO yang mengintegrasikan teknologi digital
dengan kekuatan lokal mencerminkan penerapan
kapabilitas dinamis dalam tahap seizing, di mana
organisasi mengambil peluang melalui tindakan
strategis [29]. Pengembangan sistem e-quarantine dan
basis data spesies endemik merupakan inisiatif yang
memanfaatkan kekuatan internal untuk merespons

peluang eksternal. Strategi WO yang berfokus pada
pengembangan SDM melalui blended learning [24]
yang didukung oleh Teori Motivasi Pelayanan Publik
(Public  Service  Motivation/PSM ~ [30]  yang
menjelaskan bahwa pegawai negeri termotivasi oleh
keinginan untuk melayani masyarakat, dan motivasi ini
dapat diperkuat melalui pelatihan serta penyediaan
sumber daya yang memadai [31]. Program blended
learning tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis,
tetapi juga memperkuat semangat pelayanan petugas
karantina yang bertugas di wilayah terpencil.

Terdapat empat tantangan utama dalam implementasi
manajemen strategis di BKHIT Maluku. Tantangan
tersebut meliputi kebutuhan akan kepemimpinan
strategis yang memadukan keahlian teknis dan
manajerial dengan gaya transformasional [5]; struktur
organisasi dan koordinasi yang tersebar di wilayah
kepulauan, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi
yang efektif dan pemanfaatan teknologi komunikasi
[26]; pengembangan SDM melalui program sertifikasi
dan pelatihan berkelanjutan [12]; serta pemanfaatan
teknologi informasi untuk mendukung transformasi
digital, termasuk sistem e-quarantine dan aplikasi
mobile [5], [14].

Implementasi manajemen strategis di BKHIT Maluku
menghadapi tantangan khusus yang tidak dijumpai di
UPT Karantina di provinsi kepulauan lain. Teori
Kapabilitas Dinamis [20] menjelaskan bahwa
organisasi harus memiliki kemampuan transforming,
yaitu mengonfigurasi ulang aset organisasi untuk
merespons perubahan lingkungan. Menurut penjelasan
dari EBSCO [21], kapabilitas dinamis membedakan
antara kemampuan operasional (ordinary capabilities)
yang berkaitan dengan aktivitas rutin saat ini dan
kemampuan dinamis yang bersifat unik bagi setiap
organisasi dan memungkinkan adaptasi terhadap
perubahan. Manajerial dalam mendeteksi peluang,
mengalokasikan sumber daya, dan mentransformasi
aset menjadi elemen esensial untuk mencapai ketiga
kapabilitas dinamis tersebut.

Dalam konteks BKHIT Maluku, transforming
diwujudkan melalui pengaturan ulang  struktur
organisasi dan koordinasi yang tersebar di wilayah
kepulauan. Penelitian sebelumnya mengembangkan
Island Sub-district Governance Model (ISGov-Model)
yang menekankan perlunya desentralisasi asimetris
berbasis geografis kepulauan [31]. Model ini
memberikan wewenang yang lebih luas, kapasitas
operasional yang lebih dinamis, dan diskresi yang
memadai kepada pemerintahan kecamatan pulau untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan
model ini pada BKHIT Maluku berarti pemberian
kewenangan operasional yang lebih besar pada satuan
pelayanan karantina di tingkat pulau, dengan tetap
menjaga koordinasi pusat. Transformasi layanan publik
di wilayah kepulauan melalui teknologi informasi
dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, meskipun
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keterbatasan infrastruktur dan literasi digital tetap
menjadi tantangan [32]. Hal ini menjadi pertimbangan
penting dalam implementasi sistem e-quarantine dan
aplikasi mobile di BKHIT Maluku, di mana diperlukan
pendekatan yang memungkinkan layanan tetap berjalan
meskipun konektivitas terbatas. Teori Motivasi
Pelayanan Publik (PSM) juga menjadi relevan dalam
konteks implementasi [30]. Kinerja tinggi di kalangan
aparatur sipil tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi
intrinsik, tetapi juga oleh pelatihan dan sumber daya
yang tersedia [31]. Program sertifikasi dan pelatihan
berkelanjutan menjadi mekanisme penting untuk
mempertahankan dan meningkatkan PSM di kalangan
petugas karantina yang menghadapi tantangan
geografis dan infrastruktur [12].

Evaluasi kinerja BKHIT Maluku harus disesuaikan
dengan karakteristik wilayah kepulauan. Indikator
evaluasi yang relevan meliputi cakupan layanan
geografis, waktu respons terhadap permohonan layanan
karantina, indeks kepuasan masyarakat dan pelaku
usaha terhadap layanan, efektivitas pengendalian hama
dan penyakit, serta efisiensi anggaran. Evaluasi kinerja
di sektor publik memang lebih kompleks dibandingkan
sektor swasta karena harus mempertimbangkan
variabel yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol.
Teori Balanced Scorecard (BSC) memberikan
kerangka evaluasi yang komprehensif untuk organisasi
publik [33]. BSC dalam sektor publik mengukur
efektivitas operasional melalui empat perspektif yaitu
keuangan/fidusia, pelanggan, proses internal, serta
pembelajaran dan pertumbuhan [34]. Perspektif
keuangan dalam sektor swasta diganti dengan
perspektif fidusia yang mencerminkan tujuan dari
pembayar pajak atau donor.

Dalam konteks BKHIT Maluku, perspektif fidusia
diwujudkan melalui efektivitas penggunaan anggaran
publik untuk perlindungan keanekaragaman hayati,
perspektif pelanggan melalui kepuasan masyarakat dan
pelaku usaha, perspektif proses internal melalui
efisiensi proses karantina termasuk sistem e-quarantine
[22], serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
melalui pengembangan kompetensi petugas melalui
program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan [12].
BSC yang disesuaikan dengan konteks BKHIT Maluku
terbukti efektif sebagai alat evaluasi strategi [10]. Hal
ini sejalan dengan pemikiran yang menegaskan bahwa
organisasi publik dievaluasi berdasarkan
kemampuannya untuk memenuhi misi publik,
memberikan pelayanan, serta mematuhi regulasi yang
berlaku [35]. Keberhasilan BKHIT Maluku tidak
diukur dari keuntungan finansial, melainkan dari sejauh
mana organisasi mampu memenuhi misi sosialnya
dalam melindungi keanekaragaman hayati dan
memfasilitasi perdagangan komoditas pertanian dan
perikanan.

Organisasi publik di wilayah kepulauan, termasuk
BKHIT Maluku, menghadapi tantangan spesifik dalam
implementasi manajemen strategis. Tantangan tersebut
meliputi wilayah geografis yang terpecah sehingga
menyulitkan koordinasi dan pengawasan lintas pulau
[10], [36]; infrastruktur transportasi dan komunikasi
yang minim sehingga memperlambat respons dan
membatasi mobilitas petugas [13]; biaya operasional
tinggi yang menuntut efisiensi anggaran [10]; kesulitan

mendapatkan tenaga ahli yang menyebabkan
kekurangan SDM teknis karantina [12]; serta
keterbatasan  literasi  digital —masyarakat yang
menghambat transformasi digital layanan [32].

Tantangan khusus wilayah kepulauan ini dapat

dijelaskan melalui Teori Kapabilitas Dinamis [20] yang
menekankan bahwa organisasi harus terus beradaptasi
terhadap perubahan lingkungan. Dinamika perubahan
iklim, perkembangan teknologi digital, dan fluktuasi
kebijakan perdagangan menuntut BKHIT Maluku
untuk memiliki kapabilitas dinamis yang kuat.
Penelitian sebelumnya mengembangkan Island Sub-
district Governance Model (ISGov-Model) yang
menjadi solusi bagi tantangan tata kelola di wilayah
kepulauan [31]. Model ini menekankan desentralisasi
asimetris berbasis geografis kepulauan, di mana
pemerintahan di tingkat kecamatan pulau diberikan
wewenang lebih luas dan diskresi yang memadai.
Transformasi layanan publik di wilayah kepulauan

melalui teknologi informasi dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat, namun keterbatasan
infrastruktur dan literasi digital menjadi tantangan

tersendiri  [32]. Temuan ini relevan dengan
implementasi sistem e-quarantine di BKHIT Maluku,
di mana diperlukan pendekatan offline-online yang
memungkinkan layanan tetap berjalan meskipun
konektivitas terbatas.

Literatur yang relevan dengan topik bahasan, meliputi
penelitian empiris, buku teks, dan dokumen kebijakan,
disajikan dalam Tabel 1. Hasil identifikasi penelitian
terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan literatur
yang signifikan. Meskipun terdapat banyak penelitian
tentang manajemen strategis di sektor publik dan tata
kelola wilayah kepulauan secara terpisah, penelitian
yang secara spesifik mengintegrasikan kedua konteks
tersebut dalam konteks layanan karantina masih
terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya memberikan
kontribusi penting tentang tata kelola kepulauan,
namun belum membahas aspek karantina secara
spesifik [31], [32]. Sementara itu, konsep manajemen
strategis organisasi publik belum
mengkontekstualisasikan teori tersebut pada kondisi
geografis kepulauan [2], [4].
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Tabel 1. Literatur yang Relevan dengan Topik Bahasan

Peneliti Tahun  Judul/Jurnal Temuan Utama
Transformation of Public Services in the Island Menun} ukkan bahwa transf ormast 1axanan p Ub.hk di
S . . L wilayah kepulauan melalui teknologi informasi
Uang, et al. Regions: Improving Community Participation ? L X
2025 . . . meningkatkan partisipasi masyarakat, meskipun
[32] through Information Technology (Indigenous Public . . J
i . . keterbatasan infrastruktur dan literasi digital tetap
Administration Proceedings) .
menjadi tantangan
SWOT Analysis in Strategic Management and a g@%??;;f;&i;ﬁ ztrreﬁte)i;s d(;rg;rr:lZiSI pl;};lll(l;n
Tuncay, M. [8] 2015  Sample Application in Public (MPRA Paper, No. lisi P d . K y d gguna
67213) analisis SWOT, dengan penekanan pada pentingnya
aliansi lintas sektor
Public Services in Island Sub-districts: Towards Mengembangkan Island Sub-district Governance_ .
Madubun, J . Model (ISGov-Model) yang mendorong desentralisasi
2023  Geography-based Governance (Public . . . . .
[31] . . asimetris berbasis geografis kepulauan sebagai solusi
Administration and Development) oo .
layanan publik di daerah terpencil
Development of Local Government Capacity in Mengqnahsls strategl pf_:ngembangan kapasitas S.DM
Prabowo, et al. . ) . pemerintah daerah di wilayah kepulauan terpencil,
[13] 2022 Managing quder Area: A Case Stl{dy of Sebatlk relevan untuk penguatan pengawasan dan pelatihan
Island (Croatian International Relations Review) -
petugas karantina
Hardjati, dkk Manajemen Strategi Sektor Publik (Indomedia Konsep manajemen strategi sektor publik meliputi
2021 f . . .
[27] Pustaka) perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi.
Menyusun kerangka adaptasi pertanian Indonesia
Samir, et al. 2026 Climate Shocks and Agricultural Output Dynamics terhadap perubahan iklim, menegaskan perlunya
[17] in Indonesia (Discover Sustainability) protokol karantina yang fleksibel dan sistem peringatan
dini terhadap hama dan penyakit baru
. . . Menyajikan teori klasik manajemen strategis dengan
David et al. [1] 2020 Strategic Management: A (_Jompetltlve Advantage pendekatan keunggulan kompetitif yang menjadi dasar
Approach (Pearson Education) . e .
analisis organisasi public
Bryson, J. M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Memt.)enlfan ke_rangka perencanaan strategis bagi
2018 R organisasi publik dengan fokus pada analisis pemangku
2] Organizations (Jossey-Bass) K .
epentingan
Barney, J. B. & . . . . . .
Strategic Management and Competitive Menjelaskan teori Resource Based View sebagai dasar
Hesterly, W. S. 2020 Ad . . . . L
7] vantage (Pearson) dalam mengidentifikasi kekuatan strategis organisasi
Thompson, et . . . Menguraikan lima komponen manajemen strategis yang
al. [4] 2020 Crafting and Executing Strategy (McGraw-Hill) menjadi kerangka analisis implementasi strategi
Badan . . . . .
Karantina 2025 Rancangan Renstra Badan Karantina Indonesia Penguatan kelembagaan dan integrasi teknologi dalam

Indonesia [3] 2025-2029

modernisasi karantina.

Teori Resource Based View dan Teori Kapabilitas
Dinamis menjadi fondasi teoretis yang paling sering
digunakan dalam literatur yang relevan [7], [20]. RBV
digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan internal organisasi, sementara kapabilitas
dinamis menjelaskan bagaimana organisasi beradaptasi
dengan perubahan lingkungan eksternal. Kedua teori
ini menjadi kerangka yang komprehensif untuk
menganalisis BKHIT Maluku yang menghadapi
tantangan internal berupa keterbatasan sumber daya
dan tantangan eksternal berupa perubahan iklim serta
dinamika perdagangan.

Teori Stakeholder dan Teori Motivasi Pelayanan
Publik (PSM) memberikan perspektif penting tentang
aspek manusiawi dalam implementasi strategi [9], [30].
Teori Stakeholder menjelaskan perlunya keseimbangan
kepentingan  berbagai  pihak, sementara PSM
menjelaskan motivasi intrinsik pegawai negeri yang
menjadi fondasi kinerja organisasi publik. Kedua teori
ini menjadi relevan mengingat BKHIT Maluku harus
melayani masyarakat di wilayah terpencil dengan
sumber daya manusia yang terbatas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peningkatan
kinerja BKHIT Maluku memerlukan sinergi tiga pilar
strategis, yaitu transformasi digital berbasis e-
quarantine, pengembangan SDM melalui blended
learning dan community-based surveillance, serta
kolaborasi lintas sektoral dengan pemerintah daerah
dan mitra internasional. Ketiga pilar ini didukung oleh
Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia 2025—
2029 untuk mewujudkan visi perlindungan sumber
daya hayati secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut,
rekomendasi pertama adalah menyusun roadmap
transformasi digital berbasis aplikasi mobile bersistem
offline-online guna mengatasi keterbatasan
infrastruktur di  wilayah terpencil. Selanjutnya,
implementasi model pembelajaran campuran untuk
pelatihan personel diterapkan demi meningkatkan
kompetensi teknis sekaligus memperkuat motivasi
pelayanan publik. Penguatan kemitraan dengan
pemerintah daerah dan perguruan tinggi juga
difokuskan pada pengembangan kapasitas serta riset
karantina. Untuk mengukur keberhasilan, sistem
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Balanced Scorecard yang disesuaikan dengan konteks
kepulauan digunakan sebagai alat evaluasi kinerja yang

komprehensif.

Akhirnya, pembangunan  sistem

peringatan dini berbasis data lingkungan dan intelijen
perdagangan diupayakan untuk mempercepat respons
terhadap ancaman hama serta penyakit baru akibat
perubahan iklim.
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